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ABSTRAK  - bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 

Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan 

tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi 

dan akuntabilitas keuangan Daerah berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; bahwa pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan 

Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,  maka 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 

2021. 

   

-  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 



Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

  

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang laporan 

realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran 

lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; 

laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan 

keuangan. 

 

CATATAN  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 28 Juli 2022 

  -  Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 

2022 


